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ABSTRAK 
 
SARDI ( B 111 11 322 ) Tinjauan Kriminologis Terhadap Konflik Antar 
Warga Di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dibawah 
bimbingan bapak Muhadar, sebagai pembimbing I dan bapak Amir Ilyas, 
sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor 
penyebab sehingga terjadinya konflik antar warga di Kabupaten Luwu Utara 
Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya-
upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk menghindari terjadinya konflik 
antar warga di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawasi Utara. 
Penelitian yang dilaksanankan oleh penulis yang tertuang dalam 
judulnya mengenai “Tinjauan Kriminologis Terhadap Konflik Antar Warga Di 
Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan“, maka penulis melakukan 
penelitian di kantor Polres Kabupaten Luwu Utara dan Desa-desa yang 
terlibat konflik, serta penelitian kepustakan dengan mempelajari buku-buku, 
perundang-undangan yang berhubung dengan materi penulisan skripsi ini. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor 
penyebab terjadinya konflik antar warga di Kabupaten Luwu Utara yang 
terjadi di wilaya hukum Polres Kabupaten Luwu  Utara adalah 
ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, minuman 
keras, rasa solidaritas, kesenjangan sosial/faktor ekonomi, perluasan lahan, 
pilkada dan hal-hal yang dapat membuat perpecahan, misalnya pilkada dan 
upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi konflik 
antar warga adalah: Metode Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya 
pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini yang dilakukan oleh 
kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk 
mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap 
norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang 
dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan 
tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang 
kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak 
berkembang ditengah masyarakat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang di warnai 
dengan masyarakat majemuk dimana terdapat beragam identitas etnis, suku, 
adat, ras, agama dan bahasa. Di Indonesia terdapat 300 lebih kelompok suku 
bangsa yang sifatnya berbeda dari kelompok lain. Disamping itu, Indonesia 
mempunyai identitas yang berbeda dan menggunakan lebih dari 200 bahasa 
khas. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai 
masyarakat yang majemuk karena terdiri dari beragam etnis, suku, adat, ras, 
agama, dan kebudayaan sebagai identitas yang berbeda.1 Keanekaragam 
suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 
230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara 
langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan konstribusi positif bagi 
upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi 
tersebut dapat berdampak buruk bagi kehidupan Nasional apabila terdapat 
ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, kesenjangan sosial dan ekonomi 
serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.2 
                                                             
     
1
Konflik antar agama di ambon: suatu analisa hubungan antar etnik, 
http://everypaper.blogspot.com/2012/02/konflikantar -agama-di-ambon.html,di akses pada sabtu 
tanggal 29 November 2014, jam 20.08 WITA. 
     
2
  Penjelasan umum atas undang-undang Republik Indonesia  nomor 7 tahun 2012 tentang 
penanganan konflik sosial, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 116, tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5315). 
2 
 
 Kondisi yang majemuk dengan beragamnya etnis, suku, bangsa, 
agama, dan kebudayaan sebagai identitas menjadikan masyarakat rentan 
dengan konflik. Rentannya konflik merupakan sebab dari pertentangan 
kebudayaan antar identitas. Setiap identitas etnis memiliki kebudayaan 
masing-masing yaitu pandangan prinsip, dan cara menjalani hidup, serta 
tujuan yang berbeda. 
 Konflik merupakan salah satu dari kehidupan dan perkembangan 
manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki 
perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, 
suku, agama, kepercayaan aliran politik serta budaya dan tujuan hidupnya. 
Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan 
konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut konflik tidak dapat dihindari 
dan selalu akan terjadi. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial 
yang bernama Negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam 
sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan.3   
 Indonesia semenjak kemerdekaannya sampai memasuki abad ke-21 
mengalami konflik politik, ekonomi, dan sosial secara terus menerus, 
perubahan pola pikir dari pola pikir yang bersifat kebersamaan menjadi pola 
pikir yang Individualistis, Primordialisme, memudarnya rasa Nasionalisme,  
kehidupan politik dan ekonomi liberal, terkikisnya nilai-nilai tradisi, politisasi 
                                                             
      
3
  Wirawan, 2009.  konflik dan manejemen konflik; teori, aplikasi dan penelitian, penerbit salemba 
humanika, Jakarta,hlm. 1-2. 
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agama telah berkontribusi mengembangkan budaya konflik di Indonesia. 
Lemahnya penegakan hukum dan merosotnya moral pada penegak hukum, 
serta menurunnya kepercayaan masyarakat kepada mereka menyebabkan 
orang berusaha mencapai jalan pintas untuk mencapai tujuannya dengan 
menggunakan kekerasan dan “main hakim sendiri”.4 
 Terjadinya konflik disebagian wilayah Indonesia seperti halnya yang 
cenderung terjadi di kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, merupakan 
suatu indikasi bahwa rasa persatuan dan kebersamaan telah luntur karena 
derasnya arus individualisme dan materialisme dikalangan masyarakat. 
Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang 
pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 
perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Perubahan pergaulan 
hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara 
lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya suasana yang 
harmonis dan disharmonis. 
 Kondisi ini semakin besar dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi 
tahun ini dengan ekonomi yang terpuruk, menyebabkan bertambahnya 
pengangguran dan tidak tersedianya lapangan kerja baru, pada sisi lain 
kebutuhan kehidupan semakin meningkat. Angkatan kerja baru terus 
bertambah dan kalah bersaingnya masyarakat asli daerah dengan 
masyarakat pendatang yang berdampak pada masalah kecemburuan sosial 
                                                             
     
4
  Wirawan, ibid, hlm 14. 
4 
 
dan ekonomi. Situasi demikian akan memunculkan persaingan yang tidak 
sehat dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan 
frustasi yang berkepanjangan sehingga memunculkan konflik-konflik baru 
dalam masyarakat yan sebelumnya tidak pernah terjadi. 
 Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat 
memicu terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat. Faktor utama timbulnya 
rasa ketidakadilan menurut teori Deprivasi Relatif Walker dan Petigrew 5 ialah 
tidak terpenuhinya harapan yang menurut mereka seharusnya terpenuhi, 
perasaan tidak adil ini timbul bila orang membandingkan keadaan diri mereka 
dengan keadaan orang lain yang ada disekitarnya. Dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara 
manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya 
suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan 
kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian 
antara individu dalam suatu interaksi sosial. 
 Sejumlah konflik komunal berdarah telah mengguncang beberapa 
daerah di Indonesia pada sekitar akhir 1990-an hingga awal 2000-an. 
Kerusuhan meletus di Kalimantan Barat, yakni tepatnya pada Februari 1999 
yang terjadi di Kabupaten Sambas. Pada kejadian di Sambas, etnik Dayak 
membantu etnik Melayu dengan target suku Madura. Catatan resmi 
                                                             
     
5
  Faturrocman, 2006. Pengantar psikologi sosial . Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 99. 
5 
 
menyebutkan korban meninggal sekitar 200 orang.6 Kerusuhan serupa 
juga pecah pada akhir Februari 2001 di wilayah Kalimantan Tengah. 
Ribuan orang bersenjata busur, panah, tombak memburu warga dari etnik 
Madura. Kurang dari dua pekan, orang Dayak telah membunuh lebih dari 
400 orang Madura dan 80.000 sisanya dipaksa keluar dari bumi Kalimantan 
untuk kembali ke daerah asalnya di Pulau Madura.7 
Konflik antar kelompok masyarakat yang melibatkan ribuan massa 
pelaku kerusuhan juga terjadi di Lampung Selatan pada 28 Oktober 2012. 
Bentrok antar warga yang terjadi di Lampung Selatan melibatkan ribuan 
massa dan telah menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Beberapa 
daerah lain di Indonesia juga memiliki potensi terjadinya  konflik kekerasan  
di masyarakat.8 Menurut Fadil Lubis, potensi terjadinya perang antara suku 
dikhawatirkan 10 Tahun lagi bakal terjadi di Sumatera Utara dan Kota 
Medan khususnya.9  
Gelombang konflik dengan kekerasan ini merisaukan banyak 
kalangan, disamping lantaran lambannya penyelesaian oleh negara, juga 
menyangkut jatuhnya korban yang tidak sedikit. Ada pandangan bahwa 
transisi politik dari otoriterianisme menuju demokratisasi diduga sebagai 
                                                             
     
6
 Heru Cahyono, dkk, ed,. 2008, Konflik Kalbar dan Kalteng; Jalan Panjang Meretas Perdamaian, 
Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI, Yogyakarta, hlm. 3.  
    
7
  Heru Cahyono, ibid, hlm. 47 
    
8
Bentrok Warga Korban Tewas di Lampung Selatan Jadi 14 Orang, http://regional 
kompas.Com/read/2012/10/30/15124247/Korban.Tewas.di.Lampung.Selatan.Jadi.14.Orang, 
diakses pada Minggu 30 November 2014 jam 22.28 WITA. 
    
9
 Sumut Potensi Terjadinya Perang Antar Suku. http://beritasore. Com/2010/07/12/sumut-potensi-
terjadinya-perang-antar-suku, di akses pada Minggu tanggal 30 November 2014 jam 22.35 WITA 
6 
 
salah satu variabel antara terjadinya berbagai konflik komunal di nusantara 
yang multikultural ini
10
. Transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin 
terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor 
intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah 
satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horizontal. 
Konflik tersebut mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya  rasa takut 
masyarakat, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis 
seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya 
pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.11 
 Konflik yang terjadi karena perbedaan agama, suku, ras, bangsa 
seperti yang terjadi di Indonesia, menurut Lewis Coser sebagaimana yang 
dikutip oleh Wirawan,12 mengelompokkannya kedalam jenis konflik 
nonrealistik, yaitu yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi 
penyebab konflik. Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap 
lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau 
menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat 
mengenai isu penyebab konflik tidak penting. Hal yang penting adalah 
bagaimana mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, metode manejemen 
                                                             
     
10
 Heru Cahyono, dkk, op.cit, hlm. 1 
     
11
   Penjelasan  Umum  atas  Undang-Undang   Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2012 
tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor  
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315). 
      
12
     Wirawan, op.cit, hlm 59. 
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konflik yang digunakan adalah agresi, menggunakan kekerasan, kekuatan 
dan paksaan. 
 Konflik kekerasan yang melanda berbagai wilayah di Indonesia 
sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, juga terjadi di kota Masamba 
Kabupaten Luwu Utara. Konflik dan pertikaian antar warga, sering melanda 
daerah Luwu antara Tahun 1970-an hingga Tahun 1990-an, dan sering kali 
melibatkan para penduduk lokal dengan para pendatang yang menetap 
didaerah tersebut. Pertikaian pertama pecah pada awal Tahun 1976 yang 
melibatkan penduduk lokal dengan penduduk transmigrasi. Konflik ini terjadi 
didaerah yang berpenduduk padat yaitu kecamatan Bone-Bone yang dulunya 
Kabupaten Luwu tetapi setelah pemekaran pada Tahun 1999 menjadi Luwu 
Utara, sedangkan daerah-daerah lain disekitarnya yang kurang padat tidak 
ikut terpengaruh dengan konflik ini. Sepuluh tahun kemudian tepatnya Tahun 
1986, pertikaian kembali pecah kembali, kali ini melibatkan penduduk 
pendatang Bugis dan Toraja yang bersaing dalam membeli tanah untuk 
perkebunan kakao. 
 Pada Tahun 1990-an, pertikaian yang terjadi kebanyakan disebabkan 
karena pertikaian antar geng pemuda. Hal ini banyak dipicu oleh kebiasaan 
pemuda setempat untuk berkumpul dan meminum minuman beralkohol 
bersama-sama. 
 Pada Tahun 1998, kekerasan mengalami eskalasi secara luar bisa 
dalam frekuensi dan besarannya. Di berbagai kecamatan yang ada di 
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Kabupaten Luwu dan Luwu Utara terjadi sekitar 40 sampai 50 insiden 
kekerasan yang terjadi pada Tahun 1998 sampai Tahun 2002. Jauh lebih 
besar jika dibandingkan dengan Tahun 1990 hingga Tahun 1997 dimana 
hanya terjadi 15 perkelahian antara geng pemuda. Kekerasan yang bermula 
diawal Tahun 1998 melibatkan pertikaian antar desa yang melibatkan seluruh 
penduduk desa.  
 Kalangan pers Nasional seringkali memotret pertikaian ini sebagai 
konflik komunal antara pendatang Toraja dan pendatang Bugis yang 
mencerminkan pertikaian antar agama yang melibatkan muslim dan kristen 
dalam pertikaian tersebut. Padahal permasalahan yang sebenarnya bukan 
karena persoalan agama tetapi lebih rumit, yaitu perebutan tanah, dan 
kecemburuan ekonomi dan sosial.13 Pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 
2014 terjadi 52 kasus konflik antar warga di Kabupaten Luwu Utara. Dimana 
pada Tahun 2011 terjadi 9 kasus, 2012 terjadi 8 kasus, 2013 terjadi 11 kasus, 
dan 2014 terjadi 24 kasus.14 
 Banyak sisi negatif dari konflik antar warga yang sering terjadi, karena 
selain menimbulkan kerugian, korban jiwa dan korban harta, juga 
menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat. 
Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan lagi adalah para pelaku konflik 
antar warga ini biasanya masih relatif muda yang semestinya merupakan 
                                                             
     
13
    http://mappellawa. blogspot. com/2008/11/konflik-dan-manajemen-konlik.html, diakses pada hari 
selasa tanggal 02 Desember 2014 jam 16.25 WITA 
     
14
    Sumber Data: Polres Luwu Utara 
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tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Tindakan 
perkelahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal  merupakan 
suatu  penyakit  sosial  masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan 
cara penanggulangannya. Meskipun upaya manusia untuk menghapus 
kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara 
lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, adapun 
yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar warga di 
Kabupaten Luwu Utara di Tahun 2011-2014? 
2. Bagaimanakah penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian untuk 
mencegah terjadinya konflik antar warga di Kabupaten Luwu Utara ? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak 
dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab sehingga 
terjadinya konflik antar warga di Kabupaten Luwu Utara di Tahun 
2011-2014? 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan 
10 
 
oleh aparat kepolisian untuk menghindari terjadinya konflik antar 
warga di Kabupaten Luwu Utara? 
2. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai 
berikut: 
a. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak kepolisian dalam 
rangka pencegahan konflik antar kelompok di masyarakat. 
b. Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
khususnya dalam bidang hukum. 
c. Untuk menambah wawasan penulis berkenaan dengan hukum 
pidana yang berlaku terhadap konflik antar warga dan dengan 
penelitian ini lebih dapat mendalami ilmu kriminologi, khususnya 
dalam kasus pencegahan konflik-konflik kekerasan dalam 
masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
 Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal 
dari penyelidikan C. Lamborso (1876). Bahkan Lomborso menurut Pompe 
dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, 
disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan 
bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan Lomborso 
melainkan dari Adolhe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian 
dibidang matematika. Bahkan dari dialah “statistic criminal” yang kini 
dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian disemua Negara dalam 
memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.15 
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang 
pada Tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi dan 
psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-
1911), seorang ahli antropologi Prancis.16  
Intinya adalah bahwa Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard 
                                                             
     
15
      Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 
9. 
     
16
      A. S. Alam & Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm.1. 
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(1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi 
berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “Logos” 
yang berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. 
Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, 
Michael dan Adler berpendapat bahwa 
“Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari 
para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi 
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
para masyarkat”. 
 
Sedangkan Wood mengatakan 
 “Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh 
berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan 
jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat 
terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.17 
 
Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk 
mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah 
memang karena bakatnya jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat 
disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologi maupun ekonomi. Ataukah ada 
sebab akibat lain dan sebab akibat itu lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, 
maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, 
agar orang lain tidak lagi berbuat demikian ,atau agar orang-orang lain tidak 
akan melakukannya. Karena itulah dinegeri-negeri angelsaks, kriminologi 
                                                             
     
17
  Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12. 
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dibagi menjadi tiga bagian18 : 
1. Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan 
sebab-sebab dari perbuatannya baik dalam jasmani maupun 
rohani. 
2. Criminal sosiologi, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam 
lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam 
milieunya). 
3. Criminal policy, yaitu dalam tindakan-tindakan apa yang sekitarnya 
harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi   
 Menurut Bonger,19 ruang lingkup kriminologi dibedakan atas 
kriminologi murni dan kriminologi terapan.  
a. Ruang Lingkup Kriminologi murni meliputi : 
1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari 
sifat dan ciri tubuhnya, serta meneliti hubungan antara suku 
bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.  
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk 
mengetahui sebab-sebab kejahatan dan masyarakat.  
                                                             
18
       Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.14. 
19
      Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, op.cit., hlm. 9-10. 
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3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajar 
dan meneliti suatu kejahatan dari sudut kejiwaannya, apakah 
kejiwaan seseorang yang melahirkan kejahatan atau karena 
lingkungan atau sikap dari masyakarat yang mempengaruhi 
kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan. 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu 
pengetahuan yang memperlajari dan meneliti kejahatan dan 
penajahat yang sakit jiwa atau urat saraf. Mempelajari bentuk-
bentuk kejahatan yang ditimbulkan akibat sakit jiwa atau urat 
saraf. 
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan 
meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi 
hukuman, dan melihata akibat hukuman terhadap penjahat 
tersebut yaitu menjadi warga yang baik, atau masih melakukan 
kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas 
kejahatannya. 
b. Ruang Lingkup kriminologi terapan, meliputi : 
1. Hygiene Kriminal 
 Tujuan dari hygiene Kriminal adalah untuk mencegah 
terjadinya kejahatan, maka usaha yang perlu dilakukan 
pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara 
konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan 
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kesejahteraan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan  
2. Politik Kriminal. 
  Untuk mencegah kejahatan yang dilakukan pada para 
pengganguran yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai 
keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan 
program pendidikan dan keterampilan kepada para 
penganguran sesuai dengan bakat, yang dimiliki dan 
menyediakan pekerjaan serta penampungan. 
3. Kriminalistik 
 Untuk mengungkap suatu kejahatan dapat dilakukan 
dengan cara scientific seperti identifikasi, laboratorium 
criminal, alat mengetes golongan darah, alat mengetes 
kebohongan,balistik,alat penentu keracunan, dan lain-lain. 
 Selanjutnya Sutherland20 membagi ruang lingkup kriminologi antara 
 lain : 
1. Sosiologi Hukum  
     Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti 
kejahatan terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang 
mempengaruhi perkembangan hukum pidana.  Kepatuhan dan 
ketaatan masyarakat terhadap kondisi-kondisi masyarakat 
terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan, 
                                                             
     
20
   R. Abdusalam,2007, Kriminologi, Jakarta:Restu Agung, hlm.11. 
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serta meneliti norma-norma hukum positif dalam masyarakat 
yang menimbulkan kejahatan. 
2. Etiologi kejahatan 
 Ilmu pengetahuan ini mempelajari sebab musabab 
kejahatan. Hal yang diteliti adalah latar belakang akibat serta 
faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui 
etiologi kejahatan tersebut dapat dilakukan pencegahan untuk 
meniaadakan atau mengurangi kejahatan. 
3. Penologi 
 Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti 
perkembangan penerapan hukum termasuk manfaat dan 
faedahnya bagi penjahat dan masyarakat. 
B. Pengertian Kejahatan dan Jenis Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
 Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana 
masyarakat itu ada. Kejahatan selalau akan ada seperti penyakit dan 
kematian yang selalu berulah seperti halnya dengan musim yang berganti-
ganti dari tahun ketahun. Segala daya upaya dalam  menghadapi kejahatan 
dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah dan memperbaiki 
penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. 
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orng untuk menilai 
perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, 
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maka si pelaku disebut sebagai penjahat.  
 Pengertian tersebut bersumber dari manusia, sehingga ia memiliki 
pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang 
memberikan penilaian itu. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak 
terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana, R. Soesilo21 
membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan 
secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah 
suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. 
Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah 
perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat 
merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman 
dan ketertiban. 
 Perkataan kejahatan menurut istilah tata bahasa adalah perbuatan atau 
tindakan yang tercelah oleh masyarakat, misalnya pembunuhan dan 
pencurian yang dilakukan oleh manusia. Menurut W.J.S. Poerwadarminta,22 
kejahatan yang berasal dari kata jahat berarti “ sangat tidak baik, buruk, 
jelek, atau sifat yang jahat, perbuatan yang jahat seperti pencuri, membunuh, 
dsb”. Jadi perkelahian merupakan bagaian dari kejahatan yang pada 
hakikatnya mengandung dosa, karena dengan perkelahian tersebut 
memungkinkan adanya orang yang luka atau terbunuh sehingga tentu saja 
                                                             
     
21
  Syahruddin, 2003, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, Fakultas 
HUkum Universitas Sumatera Utara, hlm. 1. 
    
22
    W.J.S. Poerwadarminta.2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia: edisi ketiga, balai pustaka: 
Jakarta. hlm.394. 
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menimbulkan dosa yang terlibat. 
 Apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan 
tindak pidana atau bukan, maka harus lah dilihat pada berbagai macam 
ketentuan hukum pidana yang berlaku umum hukum (hukum positif). 
Diindonesia hukum positif  seperti undang-undang hukum pidana (KUHP) 
dan juga peraturan-peraturan  atau undang-undang lainnya yang merupakan 
ketentuan hukum pidana diluar KUHP. 
 Berpatokan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dengan 
asas legalitas atau sering disamakan dengan asas Nullum Detictum 
Nullapoeni Sine Praevia Lege  Poenali yang artinya tidak ada  suatu 
perbuatan  yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam 
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. 
 Tindak pidana secara lebih rinci terbagi lagi dalam tindak kejahatan 
yang diataur dalam buku II KUHP dan tindakan pelanggaran yang diatur 
dalam buku III KUHP. Antara keduanya dapat dibedakan oleh unsur-unsur 
kesengajaan  dan kealpaan serta berat ringanya hukuman yang dijatuh bagi 
pelaku tindank pidana tersebut. 
 Kejahatan mempunyai perbedaan sendiri dengan pelanggaran, sebagai 
mana dinyatakan dalam buku II KUHP perbedaan tersebut antara lain:  
1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan sementara 
pada pelanggaran, pada umumnya hanya berupa denda.  
2. percobaan kejahatan dapat dihukum sedangkan percobaan 
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pelanggaran tidak dapat dihukum. 
3. Kejahatan haruslah dibuktikan jaksa penuntut umum berntuk 
kesalahanya, pada pelanggaran jaksa penuntut umum tidak 
mutlak adanya. 
 Abdulsyahni,23 menyatakan kejatan merupakan perilaku manusia dalam 
masyarakat oleh karenanya kejahatan bukan semata-mata produk pribadi 
seseorng, tetapi juga dibentuk dari hubunganya dengan masyarakat. 
 Sutherland, 24  juga menekan kan bahwa ciri  pokok dari kejahatan, 
yakni perilaku yang dilarang oleh Negara, oleh karena merupakan perbuatan 
yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi, 
dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.  
 Selanjutnya adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa 
pakar25 : 
1. J. M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan 
anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam 
masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, 
dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus 
menjatuhkan hukuman kepada penjahat. 
2.  M. A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem 
dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan 
                                                             
     
23
  Abdulsyahni, 1987,  Sosiologi Kriminologi, Remaja Karya, Bandung,  hlm. 68. 
     
24
  Mulyana,W.Kusuma. 1984. Kriminologi Dan Masalah Kejahatan.Armico:Bandung 
     
25
  Op.cit, hlm. 2-3 
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melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati 
dan hukuman denda dan seterusnya. 
3. W. A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan 
yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan 
sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan. 
4. Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan 
pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan 
masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan 
sehingga tidak boleh dibiarkan (Negara bertindak). 
5. J. E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya 
“Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan 
mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan 
penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik 
serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif 
maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau 
minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu 
pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan 
hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan 
waktu. 
2. Jenis Kejahatan 
 Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan 
sebagai berikut : 
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1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini 
dikemukakan menurut pandangan Bonger
26
 sebagai berikut : 
a. Kejahatan Ekonomi (economic crimes), misalnya penyelundupan. 
b. Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, 
pasal 284 KUHP. 
c. Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan Partai 
Komunis Indonesia, DI/TII dan lain sebagainya. 
d. Kejahatan dari (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan 
yang motifnya dendam. 
2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya 
suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu : 
a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku II 
KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. 
b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
buku III KUHP, misalnya saksi didepan persidangan memakai 
jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan 
sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 
hari dan denda Rp. 750,- 
c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, sebagai    
berikut : 
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   A. S. Alam, 1985, Kejahatan Dan Sistem Pemidanaan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Ujung Pandang, hlm. 5. 
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1. Kejahatan terhadap orang (crimes against person), misalnya 
pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. 
2. Kejahatan terhadap harta  benda (crime against property), 
misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain. 
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crimes against 
piblicdecency), misalnya perbuatan cabul. 
3. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan 
didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa 
menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan 
kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-
kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut 
sebagaimana ditulis oleh A. S. Alam27 sebagai berikut : 
a. Profesional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata 
pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk 
profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan 
pencopet. 
b. Organized crimes, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, 
misalnya pemerasan, perdagangan narkotika dan obat-obatan 
terlarang. 
c. Occasional crimes, yaitu kejahatan karena adanya suatu 
kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama. 
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     Ibid, hlm. 7. 
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4. Penggolongan  kejahatan yang dilakukan oleh niai-nilai sosiologi 
yang dikemukakan oleh sebagai berikut
28
 : 
a. Violent personal crimes, yaitu kejahatan kekerasan terhadap 
orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape), dan 
penganiayaan (assault). 
b. Occasional property crimes, yaitu kejahatan harta benda karena 
kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian 
di toko-toko besar. 
c. Occupational crimes, yaitu kejahatan karena kedudukan atau 
jabatan, misalnya korupsi. 
d. Politic crimes, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan 
sabotase, perang gerilya dan lain-lain. 
e. Public order crimes, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum 
yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya 
pemabukan, wanita melacurkan diri. 
f. Convesional crimes, yaitu kejahatan konvensional, misalnya 
perampokan (robbory), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan lain-
lain. 
g. Organized crimes, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya 
perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius. 
h. Professional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai 
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profesinya , misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain. 
 Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi 
dimasyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan. Statistik kejahatan 
merupakan statistik yang paling sempurna. 
 Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan didalam menyusun 
statistik kejahatan29 adalah sebagai berikut : 
a. Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang 
terjadi didalam setiap daerah paradilan pada suatu waktu tertentu. 
b. Kadang-kadang suatu tindakan dicap sebagai kejahatan, sebaliknya 
bukan kejahatan oleh peneliti lain. 
c. Merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang 
terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang. 
C. Pengertian konflik antar kelompok 
A F. Saifuddin30 memberikan pengertian menyangkut konflik antar 
kelompok sebagai berikut : 
“Pengertian konflik didefenisikan sebagai pertentangan yang 
bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau 
kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini 
disebabkan karena dalam konflik orientasi kearah pihak lebih 
penting daripada objek, yang hendak dicapai dalam kenyataan, 
karena berkembangnya rasa kebencian yang semakin mendalam, 
maka pencapai tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan 
pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting”. 
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 Ibid, hlm. 9. 
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 A. F. Saifuddin, 1986. Konflik dan Integrasi. Rajawali, Jakarta. hlm. 14. 
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 Pendapat lain menyatakan konflik adalah suatu gejala wajar dalam 
masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan.  
 Menurut Lewis Coser31 bahwa teori dasar yang digunakan dalam 
menganalisa gejala konflik integrasi di daerah penelitian, antara lain: 
1. Konflik berfungsi menegakkan dan mempertahankan identitas dan 
batas-batas kelompok sosial dan masyarakat. Konflik antara suatu 
kelompok dengan kelompok yang lain memungkinkan ditegaskannya 
kembali identitas kelompok satu sama lain dan memperhatikan 
batas-batasnya terhadap lingkungan sosial lainnya. 
2. Konflik tidak selalu bersifat disfungsional dalam konteks hubungan 
dimana konflik tersebut terjadi. Sebaliknya konflik diperlukan untuk 
mempertahankan hubungan tanpa cara-cara menyalurkan kebencian 
terhadap pihak lain, anggota kelompok cenderung untuk menarik diri. 
Oleh karena itu konflik dapat berfungsi sebagai katup pengamanan, 
sehingga sistem sosial dapat dipertahankan dalam batas-batas 
tertentu. 
3. Konflik dari konflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan, maka 
terdapat dua macam konflik, yaitu konflik realistik dan non realistik. 
Konflik yang timbul karena tuntutan-tuntutan tertentu dan diarahkan 
kepada objek tertentu disebut konflik realistik, dalam hal ini konflik 
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  http://raypratama.blogspot.com/2012/02/konflik-antar-kelompok.html, diakses pada hari Kamis 
08 Januari 2015 jam 13.11 Wita. 
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merupakan sarana mencapai tujuan. Sebaliknya dalam konflik non 
realistik, konflik itu sendiri adalah tujuan, tidak dikondisikan oleh 
objek tertentu, dan berfungsi memenuhi kebutuhan untuk meredakan 
ketegangan dari sekurang-kurangnya salah satu pihak yang 
bertentangan. Sikap benci dan agresif tidak mutlak bagi terjadinya 
konflik sosial. Konflik hanya terjadi jika terdapat interaksi antara 
subjek dan objek. 
4. Konflik yang lebih radikal dapat terjadi dalam hubungan yang dekat, 
terbentuknya perkumpulan dan kelompok hubungan tersebut dapat 
mempertajam konflik secara khas. Semakin besar keikutsertaan 
dalam kelompok dan keterlibatan pribadi anggota-anggotanya maka 
semakin besar kemungkinan terjadinnya konflik. Dalam hal ini 
identitas konflik dan pada kelompok juga semakin besar. Dalam hal 
ini identitas konflik dan kesetiaan pada kelompok adalah dua aspek 
dalam hubungan yang sama. 
5. Konflik dapat melenyapkan unsur-unsur yang memecah belah dan 
menegakkan kembali persatuan. Sebegitu jauh, konflik dapat 
meredahkan ketegangan antara pihak-pihak yang bertentangan, 
sehingga dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa konflik 
berfungsi sebagai stabilisator sistem sosial. 
6. Konflik suatu kelompok dengan kelompok lain menghasilkan 
mobilisasi energi para anggota kelompok yang bersangkutan, 
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sehingga kohesi setiap kelompok ditingkatkan. Apakah 
meningkatkannya kohesi setiap kelompok diikuti oleh meningkatnya 
sentralisasi kelompok, tentulah bergantung ciri dan sifat konflik dan 
jenis kelompok yang ada. 
7. Ada tiga aspek kelompok yang harus diperhatikan, ukuran relatif 
kelompok, tingkat keterlibatan anggota-anggotanya, dan situasi 
sosial. Di maksud dengan situasi sosial tersebut adalah, apakah 
pertentangan tersebut bersifat terus menerus atau kadang kala. 
Aspek-aspek diatas tidak bisa berdiri sendiri, karena yang satu 
terkait dengan yang lainnya. 
8. Suatu konflik dimana pelakunya merasa bahwa mereka semata-mata 
wakil kolektif atau kelompok cenderung lebuh radikal, karena 
kesadaran bahwa perjuangan mereka dilandaskan pada ideology 
tertentu yang tidak semata-mata pribadi sifatnya, keyakinan agama 
dapat dimasukkan dalam kategori ini. 
9. Konflik dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru diantara 
pihak-pihak yang bertentangan yang sebelumnya tidak ada. Konflik 
berlaku sebagai rangsangan untuk menciptakan aturan-aturan atau 
sistem norma yang baru, yang mampu mengatur pihak-pihak yang 
bertentangan tadi sehingga keteraturan kembali terwujud. 
10.   Konflik dapat mempersatukan orang atau kelompok-kelompok yang 
tadinya tidak saling berhubungan, koalisi dan organisasi dapat timbul 
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dimana kepentingan pragmatik utama pada pelakunya terlibat.   
 Pengertian Konflik dan Kelompok berdasarkan kamus besar bahasa 
Indonesia  (KBBI) adalah sebagai berikut : 
a) Konflik : 
1. Percekcokan, perselisihan, atau pertentangan 
2. Pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat 
menyeluruh dalam kehidupan. 
b) Kelompok : 
1. Kumpulan, 
2. Golongan (profesi, aliran, lapisan masyarakat, dsb), 
3. Gugusan, 
4. Kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas 
dengan adat-istiadat dan system norma yang mengatur pola-pola 
interaksi antara manusia itu, 
5. Kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau 
hubungan dengan pihak yang sama. 
 Jadi, konflik antar kelompok disini dapat diartikan sebagai perselisihan 
atau pertentangan yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan 
sekumpulan orang lain. 
 Konflik antar kelompok atau yang lebih dikenal dengan perkelahian 
antar kelompok merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi 
diberbagai kota besar di Indonesia yang meresahkan masyarakat dan 
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menggangu ketertiban umum. Konflik  antar kelompok juga muncul karena 
semakin memudarnya fungsi kekerabatan, dimana kelompok ini timbul 
karena keanggotaannya memiliki pekerjaan yang sejenis karena  terjadi 
persaingan  untuk  mendapatkan  mata pencaharian hidup yang sama. 
D. Ketentuan Pidana Perkelahian Kelompok yang diatur  di dalam 
KUHP 
 Beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) 
yang dapat dikenakan sanksi pidana pada pelaku Perkelahian kelompok 
antar warga, salah satunya adalah pasal 358 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 
358 KUHP seperti berikut : 
“Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan 
atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka 
selain dari pada tanggungnya masing-masing bagi perbuatan 
yang khusus, dihukum” : 
1. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika 
penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang 
mendapat luka berat saja. 
2. Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau 
perkelahian itu menjadikan ada orang mati. 
  
 Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan 
perkelahian antara warga ataupun penyerangan yang dilakukan oleh 
beberapa orang yang akibatnya ada korban disalah satu atau kedua belah 
pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu 
banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa 
yang telah melukai atau membunuh orang itu. 
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 Mereka yang terlibat atau melibatkan diri dalam suatu konflik dimana 
terjadi perkelahian ataupun penyerangan kelompok, selain dapat didakwa 
dengan Pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan Pasal-Pasal mengenai 
penganiayaan dan pembunuhan bila mana diantara mereka tersebut ada 
diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang 
lain (lawannya) luka parah atau meninggal. 
 Meninjau Pasal 358 KUHP lebih jauh yang diatur dalam pasal tersebut 
adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan 
atau perkelahian antar warga. Luka parah dan meninggalnya orang suatu 
akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud 
hendak melindungi pihak yang lemah atau memisahkan perkelahian antar 
warga itu oleh Undang-Undang tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta 
dalam perkelahian atau penyerangan. 
 Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun 
perkelahian antar warga dengan sendirinya telah direncanakan dan 
spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka 
yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk 
mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan warga lainnya. 
 Perkelahian antar warga dapat pula dikenakan Pasal 170 KUHP yang 
berbunyi : 
1. Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 
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dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
2. Yang bersalah diancam : 
a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan 
sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang 
dilakukan itu mengakibatkan luka-luka. 
b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, bila 
kekerasan itu mengakibatkan luka berat. 
c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila 
kekerasan itu mengakibatkan kematian. 
3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. 
Perkelahian antara warga menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 
KUHP tergolong kedalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat 
dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian antar 
warga sehingga digolongkan sebagai tindak pidana. 
E. Perkelahian antar Warga Sebagai Bentuk Kejahatan 
  Kejahatan atau tindak kriminal merupakan fenomena yang 
kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. 
Menyangkut kejahatn yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari 
terdapat berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain. 
  Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut 
kejahatan-jahatan secara politis, ekonomis, dan sosial yang merugikan 
dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan 
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juga golongan-golongan dalam masyarakat.32 Dan dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya, sering terjadi benturan kepentingan antara manusia 
satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu 
kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan 
kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian 
antar individu dalam suatu interaksi sosial. 
  Pernyataan-pernyataan diatas, memberikan pemahaman bahwa 
konflik antar warga atau perkelahian kelompok antar warga merupakan 
tindakan kriminal atau perilaku kejahatan. Hal ini diperkuat oleh 
penemuan Muslimin33 bahwa ada beberapa dampak sosial yang diderita 
oleh masyarakat sebagai akibat dari perkelahian antar warga 
diantaranya: 
1. Berakibat pada pelaku perkelahian itu sendiri, yaitu mengalami luka 
luka bahkan ada yang meninggal dunia. Disamping itu banyak 
masyarakat yang terlibat aksi perkelahian antar warga mengalami 
trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan baik yang sempat 
tertangkap maupun yang sempat meloloskan diri dari pihak 
keamanan. 
2. Mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya 
pengrusakan lampu-lampu jalan, menghancurkan dan membakar 
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 Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, op.cit.,hlm.5. 
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 http://raypratama.blogspot.com/2012/02/konflik-antar-kelompok.html, diakses pada hari Kamis 08 
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rumah serta kendaraan. 
3. Terjadinya punggutan dana secara paksa oleh pelaku perkelahian 
dengan alasan untuk biaya pengobatan anggota kelompok mereka 
yang terluka disaat terjadinya perkelahian. 
4. Timbulnya disintegrasi sosial 
  Dampak yang ditimbulkan oleh perkelahian antar warga diatas, 
cukup memberi alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan 
kejahatan atau tindak pidana kriminal yang melanggar norma-norma 
susila dan norma-norma hukum yang berlaku. 
  Pada dasarnya terhadap pelaku kejahatan, baik pelaku 
perkelahian yang melibatkan warga yang dibentuk dengan geng-geng 
atau kelompok-kelompok  masyarakat lainnya harus dikenakan suatu 
akibat hukum karena pada perkelahian tersebut terdapat beberapa 
tindak pidana yang dapat diancam dengan undang-undang. Akibat 
hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Perkelahian antara 
warga yang melibatkan banyak orang dengan berbagai bentuk dan jenis 
alat yang dipergunakan dapat dikategorikan sebagai perkelahian massal 
yang masuk dalam jenis kejahatan. Pertanggungjawaban pelaku 
berdasarkan Pasal 55 KUHP (R. Soesilo) dibagi atas 4 macam yaitu: 
1. Orang yang melakukan (pleger). orang ini ialah seorang yang 
sendirian telah ber-buat mewujudkan segala anasir atau elemen dari 
peristiwa pidana. 
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2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada 
dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). 
Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana , akan 
tetapi ia menyuruh orang lain. 
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). “turut melakukan” dalam 
arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua 
orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yan turut 
melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. 
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai 
kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu 
(uitlokker). Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-
dikitnya harus ada dua orang , ialah orang yang membujuk dan yang 
dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang 
dibujuk itu dapat dapat dihukum juga sebagai (pleger) sedangkan 
pada “suruh melakukan” orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. 
F. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya 
Penanggulangannya 
1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
 Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus 
menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan 
ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa 
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penyebab kejahatan.34 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). 
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya). 
3. Social Control (control sosial). 
1) Teori Anomie 
 Teori Anomie dan penyimpangan budaya memusatkan 
perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (sosial force) yang 
menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini 
berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling 
berhubungan. Pada penganut teori Anomie beranggapan bahwa 
seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai 
budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya 
anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan 
dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak 
mempunyai sarana-saran yang sah (Legitimate Means) untuk 
mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang 
maju dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih 
menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (Ilegtimate Means). 
2) Teori Cultural Deviance 
 Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan 
budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki 
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seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik 
dengan nilai-nilai kelas menengah.sebagai konsekuensinya, 
manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai 
mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma 
konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya. 
3) Teori Social Control 
 Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk 
kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan 
dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain 
struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. 
 Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, 
Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi Negara-
negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut: 
a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota 
jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah. 
b.  Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan 
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran 
sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar. 
c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat 
pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehinggah anggota 
masyarakat terutama remajanya menghadapi ”samarpola” 
(ketidaktaatan pada pola)untuk menentukan prilakunya. 
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2.  Teori Penanggulangan Kejahatan 
 Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi 
dimasyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah di latarbelakangi 
oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara 
sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada 
mereka yang melakukan kejahatan. Ini dilakukan dengan membuat 
sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang 
diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti 
hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu 
bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Negara agar 
menciptakan  kehidupan yang aman dan tentram. Secara teori ada 
beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan: 
1. Upaya Preventif 
 Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar 
kejahatan tidak terjadi karena seperti yang kita ketahui bersama 
kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi 
disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan 
upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum 
terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana 
kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk 
bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan 
sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa 
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apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi 
pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan 
tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. 
 Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu 
faktor terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya 
angka kemiskinan didaerah tersebut sehingga upaya-upaya yang 
dilakukan, seperti pemerintah atau pemerintah daerah membuka suatu 
lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang 
menyimpang, dan masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang dapat 
dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi. 
2. Upaya Represif 
 Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau 
penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, 
upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang 
melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian 
biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk 
menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan 
secara tidak langsung akan dipenjara atau dimasukkan dalam rumah 
tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina 
sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah 
melakukan pebuatan tersebut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian 
penulisan suatu karya ilmiah. Dengan penelitian akan menjawab objek 
permasalahan yang diuraikan di rumusan masalah. Penelitian ini 
dilakukan pada instansi Polres Kabupaten Luwu Utara mengingat 
penulis mengangkat Konflik antar warga di wilayah Kabupaten Luwu 
Utara, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian di Polres 
Kabupaten Luwu Utara. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan 
objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber 
lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 
1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan 
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membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan 
berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan 
sebagai landasan teoritis. 
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau 
pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab 
terhadap narasumber atau pihak-pihak terkait. 
D. Analisis Data 
 Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
kemudian akan dianalisa untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian 
disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas 
dan terarah dari hasil penelitian nantinya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
 Keadaan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena 
untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan maka kadang 
sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan karakteristik 
masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada sub ini diuraikan gambaran 
umum tentang wilayah Luwu Utara. 
 Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II Provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten terletak di Masamba. Luwu 
Utara terletak pada koordinat          -         LS dan            -        
   BT. Secara geografis Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 
Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten 
Luwu di sebelah selatan dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah barat. 
 Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 
1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. 
Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah 
penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka 
saan ini luas wilayahnya adalah  7.502,58 km². 
 Secara  administrasi  pemerintahan,  Kabupaten  Luwu Utara terdiri dari 
12 (dua belas) Kecamatan dimana terdapat 5 Kecamatan yang rawan konflik 
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antara lain Kecamatan : 
a. Kec. Masamba 
b. Kec. Baebunta 
c. Kec. Sabbang 
d. Kec. Bone-Bone 
e. Kec. Mappedeceng 
Adapun kecamatan yang aman dari konflik antara lain adalah : 
a. Kec. Seko 
b. Kec. Limbong 
c. Kec. Malangke Barat  
d. Kec. Malangke 
e. Kec. Sukamaju  
f. Kec. Rampi  
g. Kec. Tanah Lili 
  Penduduk di Kabupaten Luwu Utara berjumlah 250.111 jiwa (2011) 
atau sekitar 50.022 Kepala Keluarga yang sebagian besar (80,93%) bermata 
pencaharian sebagai petani, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB 
Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2010 hanya 33.31% atau sebanyak 
Rp.4.06 triliun. 
  Luas wilayahnya  .    km  dan secara geografis Kabupaten Luwu 
Utara terletak pada koordinat antara          sampai         Lintang 
Selatan dan            sampai            Bujur Timur dengan batas 
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administratif sebagai berikut : 
1. Utara =  Sulawesi Tengah  
2. Selatan =  Teluk Bone 
3. Barat  =  Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat  
4. Timur =  Kabupaten Luwu Timur 
B. Data Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Di Kabupaten Luwu 
Utara Dari Tahun 2011-2014 
 Dalam usaha untuk mengetahui apakah suatu kejahatan mengalami 
peningkatan dan penurunan dapat dilihat pada angka-angka statistik yang 
dibuat oleh pihak kepolisisan. Pihak kepolisian merupakan instansi pertama 
tempat melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam 
masyarakat. Disamping itu sebagaimana yang terjadi dalam penyusunan 
statistik kriminal, peningkatan dan penurunan angka-angka statistik tersebut 
sangat dipengaruhi oleh kejadian yang terjadi di daerah Kabupaten Luwu 
Utara. 
 Statistik kejahatan merupakan statistik tentang kejahatan yang terjadi 
dalam masyarakat. Penyusunan statistik sangat sulit jika diharapkan secara 
menyeluruh merangkum data kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu 
tertentu. Sehubungan dengan penelitian mengenai perkelahian antar 
kelompok Kabupaten Luwu Utara. 
Untuk mengetahui jumlah perkelahian antar kelompok yang tercatat di 
Polres Kabupaten Luwu Utara selama 4 tahun terakhir, penulis telah 
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mengurai dalam bentuk tabel sebagai berikut : data diambil pada 10 Maret 
2015. 
Tabel 1 
Jumlah Perkelaian Antar Kelompok  
Di Kabupaten Luwu Utara Dari Tahun 2011-2014 
 
No 
 
Tahun 
 
Peristiwa Perkelahian Antar 
Kelompok 
1 
2 
3 
4 
2011 
2012 
2013 
2014 
9 
8 
11 
24 
Jumlah 52 
Sumber: Data Polres Luwu Utara Bulan Maret 2015 
 
 
Berdasarkan tabel tersebut jumlah perkelahian antar kelompok di 
Kabupaten Luwu Utara selama 4 Tahun terakhir yaitu dari Tahun 2011-2014 
terdapat perkelahian. Perkelahian antar kelompok dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut : 
Pada Tahun 2011 terjadi 9 perkelahian antar kelompok kemudian pada 
Tahun 2012 mengalami penurunan yakni 8 perkelahian antar kelompok, 
pada Tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 11 perkelahian antar 
kelompok dan pada Tahun 2014 terjadi peningkatan 24 kali perkelahian 
antar kelompok. 
Menurut pihak kepolisian Kabupaten Luwu Utara masih banyak kasus 
perkelahian antara warga yang belum biasa di data, disebabkan masih 
banyak kendala dan kekuranga seperti yang dipaparkan oleh, Iptu Muh. 
Kasta Nasir (kaur Bin Ops Reskrim) bahwa kendala dan kekurangan 
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tersebut misalnya :  
1. Masih kurangnya personil kepolisian  
2. Masih kurangnya perlengkapan kepolisian  
3. Tidak adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan 
keterangan mengenai konflik yang terjadi disuatu tempat. 
Kabupaten Luwu Utara sebanyak dalam 4 Tahun terakhir dari tahun 
2011-2014. Ada yang dapat diselesaikan, adapula yang tidak dapat 
diselesaikan seperti yang terdapat pada Tabel dibawa ini : 
Tabel 2 
Jumlah Perkelahian Yang Dapat Diselesaikan Dan Tidak Dapat 
Diselesaikan Antar Kelompok Di Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2011-2014 
No Tahun Diselesaikan Tidak Diselesaikan 
1. 
2. 
3. 
4. 
2011 
2012 
2013 
2014 
8 
5 
5 
1 
1 
3 
6 
23 
Jumlah 19 33 
Sumber: Data Polres Luwu Utara, Bulan Maret Tahun 2015 
 
 
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kuantitas kasus perkelahian 
antar kelompok Kabupaten Luwu Utara dari Tahun 2011-2014 cenderung 
berfluktuasi (naik turun) 
Pada Tahun 2011 yang dapat diselesaikan sebanyak 19 kasus 
sehingga yang tidak dapat diselesaikan  sebanyak 33 kasus, Tahun 2012 
yang dapat diselesaikan sebanyak 5 kasus dan yang tidak dapat 
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diselesaikan sebanyak 3 kasus di Tahun 2013 yang dapat diselesaikan 5 
kasus dan yang tidak diselesaikan sebanyak 6 kasus, pada Tahun 2014 
yang terselesaikan hanya 1 dan kasus yang tidak dapat di selesaikan 23 
kasus. Adanya kasus yang tidak terselasikan menurut Iptu Muh. Kasta 
Nasir  (kaur Bin Ops Reskrim) disebabkan oleh beberapa faktor utama 
yaitu :  
1. Pelaku melarikan diri  
2. Pelaku tidak diketahui 
3. Pelaku meninggal dunia 
Dari beberapa faktor diatas, kasus yang tidak dapat diselesaikan 
yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara dominan pelaku melarikan diri 
atau tidak diketahui siapa pelaku utamanya, sehingga menyulitkan bagi 
pihak kepolisian untuk melakukan penyusutan lebih mendalam terhadap 
suatu kasus perkelahian antara kelompok. Pihak kepolisian juga sudah 
melakukan penyusutan lebih mendalam terhadap suatu kasus 
perkelahian antar kelompok. 
C. Faktor-Faktor Penyebab Perkelahian Antara Kelompok di 
Kabupaten Luwu Utara Dari Tahun 2011-2014 
Wilayah hukum Polres Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 kecamatan 
yang terdapat di Kabupaten  Luwu Utara, tetapi hanya ada 5 kecamatan yang 
rawan konflik, ada pun penyebab yang biasanya terjadi di 5 kecamatan 
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tersebut tertera di dalam tabel berikut  :  
Tabel 3 
Penyebab Perkelahian Antar Kelompok Di Wilayah 
Hukum Polres Kab. Luwu Utara 
 
 
No 
 
Kecamatan 
 
Faktor Penyebab Perkelahian Antar  
Kelompok 
1 Kec. Sabbang Dendam,  Kepemilikan  Senjata 
Tajam, Minuman Keras 
2 Kec. Baebunta Dendam,  Kepemilikan  Senjata 
Tajam, Minuman Keras 
3 Kec. Masamba Dendam,  Kepemilikan  Senjata 
Tajam, Minuman Keras, Pilkada 
4 Kec.Mappadeceng Dendam,  Kepemilikan  Senjata 
Tajam, Minuman Keras 
5 Kec. Bone-Bone Dendam,  Kepemilikan  Senjata 
Tajam, Minuman Keras 
   Sumber: Data Polres Luwu Utara, Bulan Maret Tahun 2015 
 
Penyebab perkelahian antar warga di Kabupaten Luwu Utara menurut 
hasil wawancara penulis dengan Iptu Muh. Kasta Nasir (Kaur Bin Ops 
Rekrim) adalah faktor dendam, minuman keras, penguasaan lahan, kesalah 
pahaman, pemilihan kepala daerah, kepemilikan senjata tajam. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Muh.Kasta Nasir (Kaur Bin 
Ops Rekrim) dan Abd Muthalib (Kepala Desa Banyuurip), Isa Ansari S.Sos 
(Lurah Bone-Bone), H.W Lumbang (Tokoh Adat Kaluku), Musa Sulu (Tokoh 
Adat Desa Baebunta) :  
1. Faktor Ekonomi  
Terjadinya kejahatan disini secara tidak langsung dipengaruhi 
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oleh faktor kondisi ekonomi yang buruk. Pada golongan rakyat yang 
memiliki status sosial dan ekonominya rendah dan memiliki banyak 
anak, data dilapangan ditemukan bahwa pemicu sering terjadi 
perkelahian antar kelompok yakni tingginya tingkat penganguran yang 
membuat semakin tingginya tingkat kejahatan yang dalam hal ini 
khususnya perkelahian antar kelompok. 
Semakin meningkatnya pencari kerja beberapa tahun terakhir 
ini dan tidak diimbangi dengan terbukanya lapangan kerja membuat 
pengangguran di Kabupaten Luwu Utara semakin banyak, 
berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa tingkat pencari kerja 
pada tamatan SMA dan sederajat menempati posisi pertama 
kemudian pada posisi kedua ditempati diploma dan sarjana, hal ini 
tersebut menjadi semakin sulit dikarenakan beberapa lapangan kerja 
memberikan standar tertentu dalam hal pendidikan, hal ini membuat 
masyarakat yang masih dalam kategori dibawah garis kemiskinan sulit 
untuk memperoleh pekerjaan.  
2. Faktor Pendidikan 
Faktor pendidikan dalam hal ini memang memegang peranan 
yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tak menutup 
kemungkinan berbagai tindak kejahatan dilatar belakangi oleh 
rendahnya background pendidikan dan pelakunya. Hal ini pula yang 
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terjadi di wilayah penelitian penulis yakni di wilayah rawan konflik. Dan 
data yang berhasil di peroleh ternyata persentase tingkat pendidikan di 
lokasi penelitian perkelahian antar warga masih berada dibawah rata-
rata, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan terutama 
pendidikan moral dan agama. 
3. Faktor Lingkungan 
Disini lingkungan juga berperan aktif dalam menciptakan 
pelaku-pelaku dari perkelahian antar kelompok. Lingkungan yang 
kumuh dan terpencil membuat wilayah itu rawan terhadap berbagai 
bentuk tindakan kriminal seperti pencurian, pengrusakan, pengroyokan 
hingga pembunuhan. 
4. Faktor Sukuisme/Promordealisme 
Identifikasi suku menguat karena desa-desa terbagi menurut 
asal, misalnya, desa Baebunta, Kaluku dan Dandang adalah kelompk 
desa mayoritas dihuni  pribumi, sementara desa Kampung baru, dan 
desa Salassa mayoritas dihuni orang pendatang dari Rongkong, 
Toraja, atau Bastem. Inilah dianggap sebagai akar masalah konflik 
karena isu yang berbau SARA mudah sekali untuk ditiupkan atau 
memprovokasi untuk menghantam kelompok lain. 
Jadi melihat berbagai faktor yang telah dipaparkan diatas dapat diatarik 
beberapa kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan 
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perkelahian antar kelompok adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor 
lingkungan dan faktor  sukuisme.   
Achmad Ali mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor 
penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok disebabkan oleh dua faktor 
sebagai berikut35 : 
a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri pelakunya seperti pelaku 
yang menderita kelainan jiwa atau sifat khas tertentu dalam diri 
pribadinya, misalnya emosional dan mudah tersinggung akibat rendah 
diri. 
b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar pelakunya seperti faktor 
keluarga yaitu berhubungan dengan orang tua, faktor urbanisasi dan 
lingkungan kumuh, serta faktor media elektronik. 
Hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas dapat saja timbul secara 
spontan karena dipicu oleh dorongan–dorongan sesaat yang kerap kali 
ditandai oleh sebab-sebab yang kurang rasional seperti yang terjadi pada 
perkelahian antar warga. Perkelahian antar kelompok yang terjadi di 
Kabupaten Luwu Utara mengakibatkan ganguan keamanan dan ketertiban 
masyarakat seperti, pengrusakan sarana umum dan membuat panik 
penduduk yang berada didaerah konflik. 
Dalam perkelahian antar kelompok sering juga menggunakan senjata 
                                                             
     
35
 Ali, Achmad.1998.Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum,Jakarta: PT Yarsif 
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tajam seperti busur, parang, papporo (senjata rakitan) dan batu. Sehingga 
sudah banyak menelan korban luka-luka, walaupun belum ada data secara 
kuantitatif yang akurat. Oleh sebab itu besarnya dampak yang ditimbulkan 
maka perlu untuk segera mencegah dan mengakhiri konflik-konflik agar tidak 
terjadi lagi. 
D. Upaya-Upaya yang di lakukan Aparat Kepolisian Untuk Mencegah 
Perkelahian Antar Kelompok di Kabupaten Luwu Utara 
Terjadinya perkelahian antar kelompok di Kabupaten Luwu Utara 
Bagaimanapun juga kejahatan didunia ini tidak akan bias dihilangkan, 
termasuk yang disertai dengan kekerasan seperti penganiayaan. Masalah 
kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia, upaya 
manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. 
Pandangan menurut hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada 
kesempatan untuk melakukan sampai berulang kali. Pelaku dan korban 
kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif 
dalam suatu kejahatan. 
Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak 
sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban 
dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja 
akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu. 
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Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap perkelahian antar 
warga. Terkait hal ini, penulis memperoleh penjelasan dan hasil wawancara  
dengan Aiptu Tadius P. (Kaur Mintu) yang menyebutkan upaya itu antara 
lain: 
a. Membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan Dan Keamanan 
Ketertiban Masyrakat). 
b.  Penyuluhan oleh kanit binamitra terhadap dampak dan cara 
mencegah perkelahian antar kelompok. 
c.  Mendirikan pos-pos jaga di daerah yang rentan perkelahian antar 
warga. 
d.  Operasi cipta kondisi (antar lain dapat berupa operasi minuman 
keras). 
e.  Mempertemukan para tokoh agama dan tokoh masyarakat 
contohnya pertemuan antar ketua RT dan antar ketua RW. 
Hal yang senada juga dijelaskan oleh Iptu Muh. Kasta Nasir (kaur Bin 
Ops Reskrim). Polres Kabupaten Luwu Utara berdasarkan hasil wawancara 
dengan penulis yang menguraikan upaya penanggulangan kejahatan, 
khususnya perkelahian antar warga yang terjadi di wilayah hukum Polres 
Luwu Utara adalah sebagai berikut : 
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1. Metode Pre-Emptif 
Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan 
kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian 
yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak 
atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap 
norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa : 
a. membina hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyrakat agar 
tercipta realisasi perlindungan itu sendiri. 
b. melakukan pembinaan kepada generasi muda dengan 
mendukung segala kegiatan olah raga dan kegiatan positif lainnya 
c. membuat selembaran-selembaran mengenai informasi yang 
dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran. 
2. Metode Preventif 
Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan 
tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan 
pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang 
kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan 
itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada 
prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan 
usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa 
yang dikemkakan oleh seorang kriminolog. 
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W. A. Bonger36 yaitu “mencegah kejahatan lebih baik daripada 
mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali” berdasarkan 
apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat diatarik kesimpulan 
bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih 
baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. 
Upaya ini berupa : 
a. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada 
masyarakat baik formal maupun non formal. Bekerja sama 
dengan pemerintahan daerah, instansi-instansi, sekolah, LSM 
dan masyarakat. Tema yang biasa diangkat adalah narkoba dan 
miras serta kejahatan-kejahatan pada umumnya. Hal ini 
dimaksud sebagai pencegahan agar pertikaian antar kelompok 
masyarakat tidak terjadi. Selain itu dari bimbingan dan 
penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat taat hukum dan 
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan 
dan ketertiban didalam masyarakat yang membutuhkan 
bimbingan, oleh karena itu perlu diberi suatu masukan bagi 
dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang 
barusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan. 
b. Menempatkan anggota kepolisian pada tempat yang dianggap 
                                                             
     
36
 Soedjono,1995, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rinekacipta,Jakarta. 
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rawan atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat seperti 
pasar tradisional, pasar malam, resepsi pernikahan dan lain 
sebagainya.  
c. Mengadakan patroli keliling hingga 3 kali sehari, atau didasarkan 
pada jam-jam rawan, daerah tertentu, waktu dan karakteristik 
wilayah itu sendiri. 
d.  Melakukan control terhadap sistem keamanan lingkungan 
(siskamling) atau melakukan ronda. 
e.  Menurunkan tim untuk melakuan serangkaian tugas 
penyelidikan. 
f.  Mendirikan pos-pos penjagaan pada tempat yang dianggap perlu 
demi menjaga kestabilan masyarakat. 
g. Melakukan operasi-operasi pada hari tertentu misalnya hari raya, 
keagaman, tahun dan lain-lain. 
Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas 
memelihara kemanan dan ketertiban demi kepentingan masyarakat. 
Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan secara  rutin 
disetiap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadianya tindak 
kejahatan khususnya perkelahian antar kelompok. 
Peran serta kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, 
karena kadang kinerja aparat tidak sesuia dengan apa yang 
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diharapkan. Aparat diharapakan dalam melakukan patroli dapat 
berinteraksi dengan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis 
antara aparat dan masyarakat sehingga dapat mencerminkan bahwa 
kepolisan adalah abdi masyarakat dan pengayom masyarakat. 
Salah satu upaya pembentuk FKPM ( Forum Kemintraan Polisi 
Dan Masyarakat ), sebagai suatu wadah komunikasi antara polisi 
dengan masyarakat untuk  mengidentifikasi permasalahan yang terjadi 
di masyarakat serat mencari solusi dengan selalu mengadakan 
koordinasi. FKPM merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana 
untuk mengantifikasi terjadinya perkelahian antar kelompok. 
3. Metode Represif 
Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang 
dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dan 
kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar 
pelau jera dan tidak mengulangi kejahtaanya kembali. Adapun 
tindakan represif yang dimaksudkan sebagai berikut : 
a. menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau 
pengaduan kejahatan. 
b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyelidikan 
terhadap suatu kejahatan. 
c. Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. 
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Apabila dipandang dapat untuk dilanjukan maka berkas perkara akan 
dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka 
yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok dapat dikenakan hukuman 
melalui proses persidangan. 
Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. 
Pada umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian antar kelompok 
menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhdap pelaku perkelahian 
antar kelompok dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik 
agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. 
Penahanan yang dilakuakn pihak kepolisian terhadap pelaku 
perkelahian kelompok dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, tidak hanya dilakukan  karena ketentuan hukum melainkan 
juga disebabkan untuk membuat jera pelakunya. Penahanan ini 
dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamankan pelaku yang tidak 
bertanggung jawab. 
Untuk itu perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Sutherland37 
bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-
sikap anti kejahtan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah 
satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Dari data yang digambarkan pada table 3 frekuensi perkelahian antar 
                                                             
      
37
 Soerjono Soekanto, Dkk,1981, Kriminologi: Suatu Pengantar,Jakarta; Ghlmia Indonesia, hlm 165 
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kelompok di Kabupaten Luwu Utara dari tahun ketahun cenderung 
mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa upaya-upaya yang telah 
dilakukan oleh aparat Polres Kabupaten Luwu Utara belum berjalan dengan 
efektif untuk menekan terjadinya perkelahian antar kelompok. Dalam hal ini 
aparat kepolisian memiliki beberapa kendala dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan perkelahian antar kelompok, seperti masih terbatasnya 
personil, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kinerja antar 
kelompok. Namun upaya-upaya dilakukan tersebut harus ditingkatkan demi 
mencegah terjadinya konflik atau perkelahian antar kelompok.  
Dalam penyelesaian perkelahian antar kelompok dapat juga dilakukan 
dengan cara sebagi berikut : 
a. Musyawarah Mufakat 
Penyelesaian konflik  antar kelompok dapat dilakukan dengan 
jalan musyawarah. Artinya setiap permasalahan yang terjadi 
sebelum konflik tersebut dicari akar permasalahannya, kenapa 
perkelahian antar kelompok bias terjadi. Dengan adanya 
musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan 
baik. Dalam upaya penyelesaian konflik biasanya  dalam 
melakukan pimpinan musyawarah oleh camat, lurah atau tokoh 
ulama yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik antar 
kelompok. 
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b. Perdamaian 
Penyeleseaian konflik dapat dilakuakan melalui perdamaian. 
Perdamaian merupakan langkah yang terbaik dalam 
menyelesaikan perkelahian antar kelompok. Terjadi sebelum 
konflik dan penyelesaian dapat dilakukan perjanjian perdamian 
antar para pihak untuk tidak mengulangi pebuatanya. 
c. Pembayaran Ganti Rugi 
Penyelesaian perkelahian antar kelompok dapat diselesaikan 
dengan jalan ganti rugi, apabila penyelesaian melalui musyawarah 
atau perdamaian tidak ada titik temu penyelesaiannya maka 
pembayaran ganti rugi biasanya dilakukan apabila terjadi kerugian 
antara para pihak yang berkonflik akibat luka, kerusakan-kerusakan 
dan lain-lain. Maka pembayaran ganti rugi sebagai pengantinya. 
Dari beberapa kasus perkelahian antar kelompok yang terjadi di 
Kabupaten Luwu Utara, hanya ada beberapa kasus yang dilalui melalui 
proses pesidangan. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian 
perkelahian antar kelompok tersebut lebih kepada upaya penyelesaian 
melalui jalur diluar hukum seperti perdamian. 
Oleh sebab itu, para pihak yang bertikai diharapkan untuk menahan 
diri, bersifat kooperatif dan memberikan kesaksian yang benar. Upaya-upaya 
yang dilakukan aparat kepolisian harus terus ditingkatkan demi mencegah 
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terjadianya perkelahian antar kelompok mengingat dampak atau akibat dari 
tindakan tersebut sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. 
 
Sejalan dengan penjelasan tersebut diatas, secara hukum polri dalam 
pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan diluar hukum guna 
menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi 
masyarakat seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 
1997 yaitu; untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dapat bertindak menurut penilaian sendiri. 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu; Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat serta menegakkan hukum. 
Dalam berpijak pada Pasal 18 tersebut diatas polisi mempunyai hak 
yang cukup luas dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan 
masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di 
masyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi di masyarakat tidak 
hanya didasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat di 
selesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang 
bertikai. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah uraikan maka 
dapat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok antar warga di 
Kabupaten Luwu Utara yang terjadi di wilayah hukum Polres 
Kabupaten Luwu Utara adalah ketersingungan anggota kelompok, 
kesalah pahaman, dendam, minuman keras, rasa solidaritas, 
kesenjangan sosial/faktor ekonomi, penguasaan lahan dan hal- hal 
yang dapat membuat perpecahan, misalnya pemilihan kepala daerah. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi 
perkelahian kelompok antar warga adalah: Metode Pre-emptif 
merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak 
awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang dimana 
tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau 
menghimbau kepada msyarakat agar dapat mentaati setiap norma-
norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang 
dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan 
dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan 
suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan 
agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. 
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B. Saran 
Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai 
beberapa saran, yaitu : 
1. Untuk menghindari kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar 
kelompok ini, para pihak harus menghindari sikap dan keadaan yang 
mampu memicu perkelahian antra kelompok itu sendiri. 
2. Aparat hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku 
dan melakukan tindakan yang represif agar pelaku jera dan tidak 
mengulangi kejahatannya kembali. 
3. Anggota masyarakat diharapkan agar terbuka dengan petugas 
kepolisian, agar aparat kepolisian dapat lebih bersinergi dalam 
menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 
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